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BAB III 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, serta pembahasan, maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Tindakan yang dilakukan POLRI di wilayah POLDA DIY dalam 

menangulangi kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak terbagi 

dalam dua bagian, yaitu: 

a. Tindakan langsung berupa; melakukan penyelidikan dan  penyidikan, 

Penanganan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku, 

memberikan perlindungan sementara kepada anak melalui RPK, 

mengajukan permohonan surat perintah perlindungan dari pengadilan, 

bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, memberikan 

pendampingan hukum kepada anak, dalam perkara ini Polisi yang 

bertugas adalah khusus Polisi Wanita (Polwan), 

b. Tindakan tidak langsung yaitu, mensosialisasikan Undang-Undang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga, serta berkoordinasi dengan perangkat desa maupun 

tokoh masyarakat serta menjalin kerjasama dengan pemerintah dan 

lembaga terkait dalam meningkatkan perlindungan anak. 
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2. Kendala yang dihadapi POLRI di wilayah POLDA DIY dalam 

menanggulangi kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak 

terbagi dalam dua bagian yaitu kendala internal serta kendala eksternal. 

Kendala internal berupa kurangnya personil polisi yang bertugas sebagai 

penyidik anak baik jumlahnya maupun pengetahuan akan psikologis anak 

serta terbatasnya fasilitas ruangan yang dimiliki Unit PPA POLDA DIY. 

Kendala eksternal, berupa adanya keengganan korban untuk melapor 

ataupun memberikan keterangan terhadap kekerasan yang dialaminya. 

Pihak keluarga juga sering hanya menyelesaikan parkara tersebut secara 

kekeluargaan dan menyembunyikan kekerasan yang terjadi dari pihak 

kepolisian, serta adanya anggapan di masyarakat yang menganggap bahwa 

kekerasan fisik merupakan hal yang biasa dalam mendidik anak.    

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran penulis adalah: 

1. Perlu adanya peningkatan penyuluhan hukum perlidungan anak, 

sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-

Undang Penghapusan KDRT untuk meningkatkan kesadaran orang tua 

serta masyarakat akan perlindungan anak oleh Polda DIY dengan bekerja 

sama dengan perangkat desa maupu tokoh masyarakat serta lembaga 

terkait. 

2. Penanganan perkara harus memperhatikan hak-hak anak serta asas 

kepentingan yang terbaik bagi anak agar anak memperoleh keadilan. 
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3. Optimalisasi personil Unit PPA Polda DIY dalam penanganan perkara, 

meningkatkan kompetensi personil berupa pelatihan khusus tentang 

psikologis anak serta meningkatkan fasilitas yang memadai untuk 

menjamin hak-hak anak dalam perkara terlindungi.   
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